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Tuntutan masyarakat terhadap institusi
kepolisian sebagal institusi publik, merupakan
hal yang wajar. Tugas Polri sebagai pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat; pemelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat; penegak
hukum, membawa konsekuensi pofensi Polri
dihadapkan pada situasi dilematis = dalam
pelaksanaan tugas. Penanganan penegakan
hukum  memiliki potensi  berseberangan
dengan pengayoman dan perlindungan kepada
masyarakat. Oleh sebab itu, Polri harus dapat
melakukan pengambilanikeputusan secara tepat
sesuai dengan kewenangamnya, Pengambilan
keputusan secara tepat memerlukan data yang
akurat.

Salah satu fungsi kepolisian yang memiliki
tanggung jawab dankewenangandalam pencarian
dan pengolahan data menjadi informasi yang
bermanfaat adalah fungsi Intelijen Keamanan
(Intelkam). Fungsi Intelkam Polri mengemban
tugas memberikan deteksi dini (early detection)
dan peringatan dini (early warning), sehingga
bertanggung jawab dalam hal mengumpulkan,

Penclitian ini dilakukan bersame dengan Tim Baintelkam Polri, dilakukan
dalam rangka penyusunan Road Map Intelijen Keamanan Polr: 2015-2019
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_meﬂgolah, dan menyebarluaskan informasi -
- untuk menjamin keamanan dalam negeri scrta

mereduksi setiap potensi gangguan agar tidak
berkembang menjadi ambang gangguan dan
gangguan nyata. Guna memperoleh capaian
pelaksanaan tugas fungst Intelkam yang optimal,
maka diperlukan revitalisasi kinerja fungsi
Intelkam Polri.

Revitalisasi kinegja fungsi Intelkam Polr
diperlukan agar setiap informasi yang diberikan
fungsiterscbut kepada pimpinan dan fungsi
lain dapat bermanfaat secara optimal bagi
layanan prima kepolisian. Revitalisasi Kinerja
fungsi Intelkam Polri juga diperlukan agar
Polri dapat mengekfektifkan tindakan preemtif
dan preventif; sehingga tidak mengakibatkan
penegakan hukum dans” mengedepankan
perlindungan dan__opengayoman  kepada
masyarakat..Revitalisasi fungsi Intelkam Polri
dapat terwujud jika struktur, metode atau pola
pelaksanaan tugas dapat direncanakan secara
tepat dan diimplementasikan secara konsisten.
Bedasarkan hal tersebut, maka diperlukan

penelitian tentang “Revitalisasi Kinerja Fungsi
Intelijen Keamanan Polri” agar dapat dilakukan
perencanzan yang tepat tentang berbagai aspek
yang berdampak pada cfisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas intelijen guna mewujudkan
dan meningkatkan kualitas prima layanan
kepolisian.




- ?ermasa}ahzm -

Berdasquan latar belakang, maka fokus

' '._permasalahqn daiam penehtaan ini adalah:

-:Bagwmana persepsi personel” Polri pada:
fungsi Intelkam, fungsi selain Intelkam
~ dan Kasatker terhadap aspek Sumber Daya
Manusia (SDM) fungsi Intelkam Polsi?;

.'-_Bagaimana persepsi personel Polri pada:

fungsi Intelkam, fungsi‘selain Intelkam dan

Kasatker terhadap aspek struktur organisasi
. tungsi Intelkam Polri?;

Bagaimana persepsi personel Polri pada:
fungsi Intelkam, fungsi selain Intelkam dan
Kasatker terhadap aspek infrastrukeur fungsi
Intelkam Polri?:

Bagaimana persepsi personel ‘Polri pada:
fungsi Intelkam, fungsi selain Intelkam
dan Kasatler terhadap aspek pengendalian
manajemen fungsi Intelkam Polri?;

Bagaimana persepsi personel Polri pada:
fungsi Intelkam, fungsi selain Intelkam
dan Kasatker tethadap aspek penganggaran
fungsi Intelkam Polriz;

Apa kendala dominanidan indikator utama

keberhasilan  pelaksanaan fungsi

Intelkam Polri serta bagaimanasharmonisasi

tugas

HTCK fungsi Intelkam dengan fungsiulain
di institusi kepolisian?;

Bagaimana perbedaan persepsi personel Polri
pada: fungsi Intelkam, fungsi selain Intelkam
dan Kasatker terhadap lima aspek tersebur,
kendala indikator utama
pelaksanaan tugas fungsi Intelkam Polri,
serta harmonisasi HTCK tungsi Intelkam

dengan fungsi lain di institusi kepolisian?

dominan dan

Tujuan

Berdasarkan permasalahan, maka tujuan

penelitian ini adalah:

. Memahami

. Memahami dan

. Memahami  dun

. Memahami dan

. Memahami dan

. Memahami dan
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dan menganalisis

selain Intelkam dan Kasatker terhadap

aspek Sumber Daya Manusia (SDM) ﬁmgm

Intelkam Polri;

menganalisis  persepsi
personel Polrispada: fungsi Intelkam, fungs
selain Intellkam dan Kasatker terhadap aspek
struktur organisasi fungsi Intelkam Polri;

menganalisis), persepsi
personel Polri pada: fungsi [ntelkam, fungsi
selain Intelkam dan Kasatker terhadap aspek

infrastruktur fungsi Intelkam Polri:

menganalisis  persepsi
personel Polri pada: fungsi Intelkam, fungsi
selain Intelkam dan Kasatker terhadap aspek

pengendalian manajemen fungsi Intelkam
Polst;

menganalisis  persepsi
personel Polri pada: fungsi Intelkam, fungsi
selain Intelkam dan Kasatker terhadap aspek

penganggaran fungsi Intelkam Polri;

menganalisis  kéndala
dominan dan indikater utama kebérhasilan
pelaksanaan tugas fungst Intelkam Polri serta
harmonisasi HTCK fungsi Intelkam dengan

fungsi lain di institusi kepolisian;

. Memahami=dan menganalisis perbedaan

persepsi personel Polri pada: fungsi Intelkkam,
fungsi selain Intelkam dan Kasatker terhadap
lima aspek tersebut, kendala dominan dan
indikator utama pelaksanaan tugas fungsi
Intelkam Polsi, serta harmonisasi HTCK
fungsi Intelkam dengan fungsi lain di institusi
kepolisian.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini, terkait dengan

persepsi, difokuskan pada persepsi informan dari
fungsi Intelkam Polri, fungsi selain Intelkam

persepsi-
personel Polri pada: fungsi Intelkam, fungsi o




' forgqmsam, manaj emen '

pengendahan '

pengangvamn. L

iL m_iw MTEMTUR L

1. Strukm'Org?ﬂié'?éi g ';. : —

Struktur o d'rg'inisa'szi“ P adalah -
or; gamzaz‘zona! structure for mal!y dzcz‘az‘es bow fobs
and tasks are divided ;and coordz;mieci berween
individuals and gmups wz_z%m’ the 'campczgzy (suatu
struktur organisasi memerintahkan bagaimana
pekerjaan  dan tugas “secara - formal ~dibagi
dan dikoordingsikan aatara individu "dengan
kelompok dalam suatu perusahaan).'Colquitt,
Lepine dan/ Wesson, menyatakan bahwa
struktur organisasi menggambarkan perwakilan
setiap pekerjaan dalam scbuah orgamisasi dan
hubungan peiaporan' resmi' diantara pekerjaan
tersebut. Terdapat lima elemen kunel stoukgur
organisasi untuk menggambarkan mehamsme
pelaksanaan tugas, hubungan kewenangan, dan
tanggung jawab pengambilan keputusan, yaitu
1) spesialisasi pekerjaan (zuork specialization);
2) rantai komando (chain of conmando); 3)
rentang kendali (span ofontrol); 4} sentralisasi

(centralization);dan 5) formalisasi(formalization).

Struktur organisasi adalah “how, jobs tasks
are formally divided, grouped, and coordinated:”
merupakan (sebagai cara dimana tugas kerja
secara formal dibagi, dikelompokan dan
dikoordinasikan dalam organisasi).? Menurut
Shane dan Glinow, struktur organisasi diartikan
sebagal “zhe division of labor as wel as the patters
of coordinaiion, communication, workflow, and
Sormal power that divect organizational activities,”
(divisi dari pekerja dan pola koordinasi,

komunikasi, jalur kerja dan kekuasaan formal

1 Jason A. Colquilt, Jeffery A. LePine & Michael J. Wesson,
Organizational  Behavior:  Improving Performance and
Commitment in the Workplace (New York: McGraw Hill, 2009},
p.B17.

2 Robbins and Judge, op cif., p 45-49.
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. '_aspel\_ Suﬂ{b@f Daya MaI}US,la (SDM),

(deporz‘fmem‘alzzafzm), rantal komaﬁdo (c/%am :
of cammando), :
" -(cem‘m!zzm‘wn .
-'."’x:f?-z

'-fm mf111sas1 (formalzzaz‘zan) Rancangan struktur-:” -
- orgamsa51 yang ada menurut Robbins dan]udge,' .
-.'dlkelompokkan ke dfdam dua kelompok, yaitu.

rancangan yang umum - digunakan  (struktur
sederhana; ‘birokrasi; dan strukrur matriks)

dan_ pii';haq—_p_ﬂ_ih_an _rancangan  yang baru
(struketur tim, organisasi virtual, organisasi tanpa
batas), Struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan sejalan dengan situasi
dan kondisi yang ada berpengaruh langsung

pada kinerja organisasi.

2. Pengendalian Manajemen

Pengendalian =~ manajemen  dilakukan

pelaksanaan  dilakukan  sesuai

agar proses
denganfcngana, melakukan tindakan korektif/
perbaikan jika terdapat penyimpangan dan
pencapaian tujuan sesuai rencana. Pengendalian
dapat berbentuk formal mauptin informal,

diilustrasikan pada Gambar 2.2'dan Gambar 2.3.

L NARAGERIENT STYE

TION £

o REVEARDS
o cindividual and Group,
L Short T FeY

-

Fromotion Policys,

Gambar 2.2
Formal Control Systems
Sumber: Maciariello, Joseph A. and Calvin J.
Kirby. 1994. Management Control Sytems. Second
Edition. New Jersey: Englewood Cliffs. P. 9.

3 MecShane and Von Glinow, Organizational Behavior, Fourth Edilion
(New York: McGraw Hili, 2008), p.430.

‘sentralisasi dan desentrahsasz'-";'_ =
_and decen[mlzzaz‘zon), Sdanto




Gambar 2.3

L Informal Control Systems
_Sum}aef Maciariello, Joseph A. and Calvin J.
Kirby. 1994. Managemént Contrl Systems. Second
Edition. New Jersey: Englewood Cliffs. P. 10,

Sistem pengendalian dipengaruhi oleh:
tingkat keluasan'kebijakan (degree of discretion);
tingkat kemampuan pengendalian (degree of
controllability); tingkat ketidakpastian (degree of
uncertainty); rentang waktu (time span);

3. Penganggaran

Pengendalian  manajemen  sangat _erat
kaitannya dengan perencanaan strategi dan
anggaran. Anggaran merupakan rencana yang
diungkapkan secara), kuantitatif dalam unit
moneter untuk periode satu tahun sesuaj rencana.

Anggaran memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
*  Dinyatakan dalam satuan keuangan;,.

*  Mencakup kurun waktu satu tahuns

*  Isinya mencakup komitmen manajemen.

*  Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh
orang yang memiliki kewenangan dan lebih
tinggi daripada yang menyusunnya;

* Anggaran yang sudah disahkan tidak dapat
dirubah, kecuali dalam hal khusus.

= Hasil aktual secara periodik dibandingkan
dengan anggaran serta varians yang terjadi
dianalisis dan dijelaskan.

Penganggaran bermanfaat dalam hal:

* Memperjelas  rencana  strategi  dan

Reviralisasi Kinerja Fangsi Intelijen Keamanan Polr

memperoleh kesepakatan bahwa anggaran':_.;'_.:__

merupakan dasar penilaian kinerja;

*  Fungsi perencanaan, alat perencanaan Jangka
pendek;

* Fungsi koordinasi rencana dan tindakan
berbagai unit/ bagian/fungsi organisasi agar
beketja selaras tujuan organisasi;

° Pungsi motivasi, memetivasi  personel
224 >
pelaksana dalam melaksanakan tugas atau

mencapal tujuan;

alat
pengendalian kegiatan karena anggaran yang

> Fumgsi pengendalian dan  evaluasi,

telah disetujui merupakan komitmen para
personel organisasi;

Fungsi pendidikan, alat pembelajaran terkait
metode bekerja secara rinci.

(penganggaran)
harus memperhatikan aspek perilaku dalam

Penyusunan anggaran

penyusunan meliputi: Partisipasi
dalam Proses Penyusunan Anggaran; Tingkat
Kesulitan Anggaran;
Keterlibatan Kejelasan

Tujuan Anggaran; Umpan  Balik Anggaran;

anggaran,
Pencapaian  Target
Pimpinan Puncak;

Evaluasi Anggaran.

4. Manajemen Stratejik

Pembahasan tentang amanajemen stratejik
selalu berangkat darifénomena organisasi, yakni
bahwa organisasi  tidak beroperasi di dalam
suatu kevakuman, tetapi memberi pengaruh
terhadap lingkungannya dan juga sebaliknya
lingkungan  memberi  pengaruh  kepada
organisasi lainnya, bahkan dengan masyarakat
secara umum. Pada saat yang sama, organisasi
dapat berfungsi sebagai alat dalam perubahan
sosial, bahkan dapat menghambat perubahan,
baik yang berguna maupun yang berbahaya.
Karena itu, setiap organisasi selalu dihadapkan
pada dua jenis lingkungan; yaitu lingkungan
internal dan lingkungan eksternal. Makin besar
suatu organisasi, makin kompleks pula bentuk,
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: ':RLLHQ!S&SJ Kinéria Tungsx lnte].gcn Kmmanan Polri

5 }ems dfm 51fat mteraks; yang -terjadz_

(Hanaﬁe 2007 12)

Stratqlk

Manajemen

mengendalikan suatu proses - yang panjang,"

mengangkat ;dar__1_ . mencmpatkan -

orang yang akan terkait dﬂam proses it
Dengan de;mkmn manajemen stratejzk adalah
manajemen tingkat ~makrg’ yang “berurusan
dengan perencanaan stratejik dan pengambﬂam
keputusan  stratejik, sedangkan ~ manajemen
lainnya adalah mangjemen tingkat mikro, yaitu
yang menangani/ hal-hal yang ‘berhubungan

dengan pelaksanaan.

Sz‘mz‘egic management  atau -manajemen
stratejik menurut Wheelen dan Hunger adalah
“.. That set of managerial decisions and actions
that determines the long-run performance of a

(Wheelen dan Hunger, 1998,
p.3). Manajer yang efektif menyadari bahwa

cm:pomtz’an. ”

manajemen  strategis sangat berperan dalam
organisasi, terutama men)fangkut kinerjanya.
Manajemen strategis merupakan tugas penting
manajer yang sangat berkaitan dengan fungsi-
fungsi dasar manajamer, |

Menurut Wheelen dan Hunger ditemukan
figa manfaat utama dari manajemen stratejik

yaitu (Wheelen dan Hunger, 1998p.4):

1. Clearer sense of strategic vision Sfor the firm.
2. Sharper focus on whar 1s n‘mz‘egica!]y important.

3. Imp?'ofued understanding of a mpid@; changing

eRVIroNment.

Visi yang lebih jelas, fokus yang lebih tajam
dalam strategi, serta pengertian yang mendalam
dalam lingkungan yang berubah secara cepat
adalah tiga manfaat dari manajemen strategi
yang dirasakan oleh berbagai organisasi .

Elemen dasar dari manajemen strategl
menurut Wheelen dan Hunger adalah (Wheelen
dan Hunger, 1998 :8):
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dalam
' _menghadap1 kedua }ems hnwkungan tersebut

bertugas_

orang— o

i ":Efwzronmenmi smnmng .
.'};Sfmtegy formulaz‘zm .
'_:' Stmz‘egy zmj)lemmz‘m‘wn

._"Ewaluaz‘zon and com‘ro!

. '_'Gambar 1:
Basic elements of the strategic management process.
(Wheelen dan Hunger, 1998)

IIL. METODA PENELITIAN

Penelitian ‘dilakukan dengan kombinasi
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode
penelittan vang digunakan adalah fleld research.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:
wawancara, Focus Group Discussion (FGD),
penyebaran kuesioner dan studi dokumen.
Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan
triangulasi data dengan menganalisis keterkaitan
antara hasil wawancara, EGD, pilihan jawaban
kuesioner serta berbagai dokumen yang terkait
prosedur  pembuatan  dan” pendistribusian
informasi intelijen. Pililan jawaban kuesioner
terlebih dahulwdianalisis dengan metode statistik
guna mendapatkan prosentase korposisi pilihan

jawaban informan/responden.

Informan diperlukan untuk menggali
informasi tentang: mekanisme pengumpulan
informasi mekanisme  distribusi
informasi intelijen; kebermanfaatan informasi
intelijen bagi fungsi lain dan Kasatker di institusi
kepolisian; kendala yang dihadapi personel

intelijen dalam pelaksanaan tugas. Informan/

intelijen;

responden pada penelitian ini adalah:

+  Personel Polri pada fungsi Intelkam (Direktur
Intel Polda, Para Kasubdit Intel Polda, Kasat




Intel Polres, -Kamt In‘ccl Polsek),

e :-:'K_asa‘_cl\er di institusi kepolisian (Kapolsek,
S K_g_pqires/rf‘a, Kapolda);

o _. 'ze_. ';.'-j'_P.éJ.:'.sbnei Polri pada: fungsi Reserse (Direktur

L Krimum Polda, Direktur Krimsus Polda,

Lo Dlrektm Reserse Narkoba Polda, Kasat Serse

Pohes Kasat Reserse Narkoba Polrés dan
- G Pen}qchk)

s « - Personel Polri pada fungsi Binmas (Direlctur

Binmas Polda, Kasag Binmas Polres, Kanit
Binmas Polsek dan/Bhabinkamtibmas);

¢ Personel Polri /pada fungsi SDM (Karo
SDM Polda, Kabag di Biro SDM Polda dan
Kasubag SDM Polres);

© Personel Polri pada tungsi Lalu Lintas
(Direktur Lantas Polda, Kasat Lantas Polres,
Kanit Lantas Polsek dan Penyidik);

* Personel Polri pada fungsi Propam (Kabid
Propam Polda dan Kanit Provost Polres).

Jumlah informan/responden yang mengisi
kuesioner adalah 915 erang dengan komposisi
jumlah responden diilustrasikan pada Tabel 3,1.
Informan/responden Kapolres/Kapolresta tidak
terbatas pada lima wilayah penelitian, namun
scluruh Indonesia dengan pengisian kuesioner

dilakukan pada kegiatan Apel Kasatwil 2015.

Komposisi Jumlah Informan/Responden

Per Polda Wllayah Penelitian

i I’oml\htm]w o

1

2. Jawa Timur N R R
35 Bali Eh T R
400 Sumarera Selatan
5
6

Kalimantan Selatan

6. Litin=Lain o

Sumber: Tim Pencliti

Wilayah penelitian adalah Polda Metro

Jaya, Polda Jatim, Polda Kalsel, Polda Sumsel
dan Polda Bali.

Revitalisasi Kinerja Fum,cl Intelijen Keamanan Pulu B )

EV TEM{}AN DAN ANALISIS

Pada: _
Intelkam, Fungsi Selain Intelkam Dan Kasatker

Persepsz Personel Polri

Terhadap Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) o

Fungsi Intelkam Polri

a. Persepsi Pewsonel Polri Pada Fu11géi

Inteikam

Persepsi personel Polri pada fungsi Intelkam
terhadap aspek SDM, adalah:

* . Seleksi personel tidak sesuai prosedur.
Kesulitan mengikuti pendidikan.

> Kesempatan mendapatkan pelatihan
kurang.

*  Motivasi rendah.

°  Regenerasi lamban.

« Turn

over personel yang sudah

mengikuti pelatihan tinggi (keluar dari
fungsi Intelkam).

Persepsi terhadap karir rendah.

b. Persepsi Personel Polri Pada FungsitSelain

Intelkam

Persepsi personel Polri pada’ fungsi selain
Intelkam  terhadap aspek SDM adalah
personel Polri_pada fungsi selain Intelkam
memandang bahwa personel fungsi Intelkam:

* Kurang memahami tugas intelijen.

*  Kurang memiliki pengetahuan yang
berkaitan dengan hukum.

©  Kecepatan informasi kurang.

*  Keakuratan informasi kurang.

c. Persepsi Kasatker

Kecenderungan  Kasatker

berpandangan
bahwa personel pada fungsi Intelkam Polri:

* Memiliki kesempatan yang terbatas
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amanan Polri

S .R;vitaixsasx I\_'m

:_"-_;_Tdalam' : mengikutl 1nend1d1ka11 d.a'n:: : :mendukung mcas kepohsmn

' -"-5'-.":pela‘c1han terkfut 1ntehjen S

% Inchkif | (belum  efekti) | dalam.

e '-:.'Mcmlhlx_l kesampatan karlr te:fbatas ;: :__'_:--_".-_:_:pendlstnbum aliran 1nforma51 (alsmbusj_ : |
dﬁ)andmgk&n personel P01r1 pada fungsu ': L mfozmasz intelijen tidak jBIB.S)
:hm S

c Persepsz Kasatker

- Pad‘t dasunya ulet dalam melaksanakm e Do o
Lo . e : - _Kasatkm mennhiﬂ pandangan ' yang T
tugas mtehjen - D
. a--:.;__heterogen dan dapar dxlxelompokkan dalam L

. Merm}ﬂﬂ tmgkat kesuhtan yang tmg - dua Klasifikasi yaitu:

dalam  menjalankan = tugas karena .

: e s SR R Informam intelijen  didistribusi
keterbatasan peralatan intelijen. C ] A% usikan
: m. . setelah mendapar arahan dari Kasatker;

. » TInformasi intelii didistribusil
s Bt s P e, e
Intelkam, Fungsi Selain Intelkam Dan Kasatker Pl
Terhadap Aspek Struktur Organisasi Tungsi

Intelkam Polri

dan - Kasatfung sesuai dengan jenis
informasinya, . berdasarkan  analisis
_ intelijen.

a. Persepsi Personel Polri Pada Fungsi b &

Persepsi = Personel Polri Pada: Fungsi
Intelkam

Intellkam, Fungsi Selain Intelkam Dan Kasatker
Personel fungsi Intelkam Polri berpersepsi - Terhadap Aspek Infrastruktur Fungsi Intelkam

bahwa terdapat: Polri

»  Ketidaksesuaian antara pangkat dan
jabatan sejenis antara fungsi Intelkam
dan fungsi ‘lain yang menyebabkan
hambatan psikologis;

s Koordinasi internal lemah;

*  Persepsi terhadap distribusi
aliran  informasi  dipahami hanya
diperuntukkan Kasatker, bukan fungsi
lain.

b. Persepsi Personel Polri Pada Fungsi Selain
Intelkam

Personel Polri selain fungsi Intelkan memiliki
kecenderungan persepsi terkait struktur
organisasi bahwa personel fungsi Intelkam:

» Memiliki pola kerja tidak jelas;

< Belum optimal dalam bersinergi dengan
fungsi lain (sinergitas lemah) dalam hal
memberikan informasi intelijen yang
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a. Persepsi Personel Polri Pada Fungsi

Intelkam Terhadap Aspek Infrastruktur

Peralatan/infrascrukear - intelijen  yang
tersedia menurut pandangan pessonel fungsi
Intelkam Polri;

s  Berkualifikasi tradisional, belum
berteknologi modern;

+  Kuantitas peralatan/infrastrukeur
intelijen  (bahkan yang tradisional
sekalipun) terbatas, schingga seringkali
pengadaan pribadi;

»  Kecenderungan tidak atau porsi yang
tidak berimbang dalam mendapatkan
kendaraan dinas untuk operasional
pelaksanaan tugas intelijen.

. Persepsi Personel Polri Pada Fungsi Selain

Intelkam Terhadap Aspek Infrastruktur

Personel Polri  selain fungsi Intelkam




. berpandanganbahwa peralatan/ infrastruktur
" intelijen pada fungsi Intelkam Polri memiliki:

- teknologi;

“Keterbatasan ketersediaan informasi

' Pemahaman yang sempit terhadap

aliran informasi dan sekuriti informasi’

- ..::'-_:'-.:P.(-:]__’SBPSi Kasatker ~ Terhadap  Aspek

Infrastrukeur

Kasatker berpandangan bahwa peralatan/

infrastruktur intelijen masih tradisional.

1.

Persepsi Personel Polri Pada: Fungsi
Intelkam, Fungsi Selain Intelkam Dan
Kasatker Terhadap Aspek Pengendalian
Manajemen Fungsi Intelkam Polri

a. Persepsi Personel Polri Pada Fungsi
Inteltkam

Kecenderungan  personel  Poli
pada fungsi Intelkam berpersepsi
terhadap pengendalian manajemen,
yaitu:

° Indikator - penilaian kinerja
dirasakan  tidak  berimbang
dengan beban kerja;

°  Sistem kerja yang,tidak jelas;

b. Personel Polri Pada Fungsi Selain
Intelkam Polri

°  Pengendalian kinerja personel
fungsi Intelkam Polri belum

jelas;

Personel Polri pada fungsi
Intelkam cenderung berkinerja
pasif dalam penanganan tugas
kepolisian terpadu (misalnya
tim gabungan fungsi Reserse
dan Intelkam).

c. Persepsi Kasatker Terhadap Aspek
Pengendalian Manajemen
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bahwapengendaliankinerjapersonel -

Intelkam Polri dikendalikan
langsung oleh Kasatker.

2.7 Persepsi: Personel Polri Pada: Fungsi

Intelkam, Fungsi,Selain Intelkam Dan
Kasatker Terhadap Aspek Penganggaran
Fungsi Intelkam Polri

a. Persepsi Personel Polri Pada Fungsi
Intelkam

Kecenderungan personel Polri pada
fungsi Intelkam, terkait dengan
penganggaran berpandangan bahwa
terdapat - kesenjangan  distribusi
anggaran antara fungsi Intelkam
dan fungsi non Intelkam.

b. Persepsi Personel Polri Pada Fungsi
Selain Intelkam

Personel Polri pada fungsi selain
Intetkam  berpandangan bahwa
ketersediaan anggaran operasional
fungsi  Intelkam - Polri 4 tidak

memadai.

¢. Persepsi Personel Polri Pada Fungsi
Selain Intelkam

Personel Polri pada fungsi selain
Intelkam  berpandangan  bahwa
ketersediaan anggaran operasional
tungsi  Intelkam  Polri  tidak
memadai.

Perbedaan Persepsi  Personel Polri
Pada: Fungsi Intelkam, Fungsi Selain
Intelkam Dan Kasatker Terhadap Lima
Aspek (SDM, Struktur, Infrastrukeur,
Pengendalian Manajemen Dan
Penganggaran), Kendala Dominan
Dan Indikator Utama Pelaksanaan

Tugas Fungsi Intelkam Polri, Serta

Kasatker cenderung beranggapﬁﬁ:'-.




| '- '_Dengan - Fung51 e
| .'-'K6pohszan '

.' a Perbedaan Persepsa Personel Polnj_.: -

P Pad'l Fungm Intelkam

o '_.Perbedaan pelsepsi"'personel polrl
~ pada fungm intellkamedi « lima S b - ' NI
pol da diitustrasikes S - tabel fan . ecar'l ermmt turut, prosentase responden L
= Polri - pada fungsi Intelkam menyatakan S
'3_-__kua_htas SDM personel fungsi Intelkam

* " cenderung baik pada PM], Polda Jatim, Polda -

' dmgmm dibawah ini:

Tabﬁl 1
Persepsi Personel Polri Pada Fung31 Intelkam
Terhadap Aspek SDM Fungs; Intelkam Polri

Di Lima Polda
Polda . ];Mnban Responden (%)
Sangat .o : Sangat
Baik Baik Bitay Buntk
Metro Jaya 2639 70.83 2.78 0
Jawa Timur 25.81 68.38 5.81 0
Sumatera Selatan | 18.33 75.66 5.87 0.15
Kalimanzan 16.65 7459 | 876 0
Selatan
Bali 17.53 TEAD 4.98 0
Jumlah 20.64 73.3% 5.64 0.03
V. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN

Berdasarkan  hasil  penelitian, maka

dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Persepsi personel Polri terhadap aspek
Sumber Daya Manusia (SDM) fungsi
Intelkam Polri cenderung baik dengan
indikasi prosentase responden Polri selain
fungsi Intelkam yang menyatakan baik
(pihan jawaban sangat baik dan baik)
lebih dari 80% dan responden Kasatker
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:_::'Harmomsasz HTCK ’Fungsx Inte]kamj._ {KaPOEi'ﬂS/ KEPOERSI“&) : .eblh. ar

i i - kecuali ‘Polda Bali. -Pada Polda Bali,
responden Poln selam ﬁmgsx Intélkam yan'g”f.': -
: menyamkan personel Polri ﬁmgm Intelkam
‘memiliki kualitas . SDM Cendemng baiki o

s 'hénya sebesar 64,85%, sedangkan responden

selain.  Intelkam  secara

'Kasaﬂ\ei menyatakan 87,50%.

Sumsel, Polda Kalsel dan Polda Balisecara
berturut-turut -adalah: 97,22%; 94,19%;
93,99%; 91,24% dan 95,02%.

Prosentase _feéponden Polri pada fungsi
| berturut-turat
menyatakan kualitas SDM personel fungsi
Intelkam_ _cendexung baik pada PM], Polda
]atim,_Po.lda.Sumsel dan Polda Kalsel, yaitu:
91,16%; 84,78%; 89,30% dan 90,24%.

Responden  Kasatker juga cenderung
menyatakan bahwa SDM personel fungsi
Intelkam berkualitas baik dengan prosgntase
mayoritas responden - memilih  jawaban
sangat baik dan baik berturut-tirut pada
PMyJ, Polda Jatim, Polda Sumsel dan Polda
Kalsel sebesar: 95,83%; 98,13%,; 98,96% dan

95,31%.

Berdasarkant™ hasil  wawancara  dapat
disimpulkan beberapa hal yang melemahkan
personel fungsi Intelkam Polri menurut
personel Polri fungsi Intelkam yaitu: a)
Seleksi personel tidak sesuai prosedur; b}.
Kesulitan personel mengikuti pendidikan; c)
Kesempatan mendapatkan pelatiban kurang;
d) Motivasi rendah; ¢) Regenerasi personel
lamban; f) Turnover personel yang sudah
mengikuti pelatihan tinggi (banyaknya
personel  berkualitas keluar dari fungsi
Intelkam); g) Persepsi terhadap karir dan

infrastruktur rendah.




Menuru __pcrsonel selzun Jfungsi dntelkam,
'5*:61_1_;2_1_1?_ SDM personel fungsi Intelkam Polri,
:?_c.rs:(.)_ﬂ'él' pada fungsi tersebut: a) Kurang

. memahami tugas intelifen; b) Kurang
o e _;;gﬁiiici pengetahuan  yang  berkaitan
dengan hukum; ¢).Kurang cepat {cenderung
" lamban) dalam mendapatkan informasi
" intelijen dan mendistribusikan _informasi
g ﬁteﬁjeﬂ ke fungsi lain; d) Kerang akurat

- dalam mendapatkan/ menyajikan informasi
intelijen yang diberikan kepada personel
selain fungsi Intelkam Polri;

. Persepsi persomel Polti terhadap aspek
struktur fungsi Intelkam Polri cenderung
baik dengan indikasi prosentase responden
fungsi
menyatakan baik (pihan jawaban sangat
baik dan baik)lebih dari 80% dan responden
Kasatker (Kapolres/ Kapolresta) lebih
dari 90%, kecuali responden selain fungsi
Intelkam pada Polda Bali. Pada Polda Bal,

responden Polri selain fungsi Intelkam yang

Polri  selain Intelkam yang

menyatakan personel Polri fungsi Intelkam
memiliki ketepatan strukeur cenderung baik
hanya sebesar 62,10%.

Secara berturut-turut, prosentase responden
Polri pada fungsi Intelkam yang menyatakan
ketepatan struktur fungsi Tatelkam pada
PM]J, Polda Jatim, Polda Sumsely. Polda
Kalsel dan Polda Bali secara berturut-turit
adalah: 98,15%; 95,83%; 95,42%; 84,529
dan 89,049%.

Prosentase responden Polri pada fungsi
selain Intelkam secara berturut-turut yang
menyatakan  ketepatan  struktur fungsi
Intelkam pada PM]J, Polda Jatim, Polda
Sumsel dan Polda Kalsel, vaitu: 92,59%;
80,49%; 82,77% dan 87,92%.

Responden  Kasatker juga  cenderung
menyatakan bahwa struktur pada fungsi
Intelkam sudah tepat dengan prosentase

mayoritas responden memilih jawaban sangat
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baik dan baik berturut-turut pada PM_}_, TR
Polda Jatim, Polda Sumsel, Polda Kalsel dan -+

Polda Bali sebesar: 91,67%; 97,50%: 100%; - '_
93,75% dan 92,85%.

Berdasarkan hasil wawancara, kelemahan
strukeur. pada  fungsi  Intelkam  Polri,
diindikasikan oleh. informan/ responden
fungsi Intetkam disebabkan oleh; a)
Ketidaksesuaian antara pangkat dan jabatan
sejenis antara fungsi Intelkam dan fungsi
lain yang menyebabkan hambatan psikologis
{(pada struktur yang sama, pada fungsi
Intelkam dijabat oleh personel dengan
pangkat yang lebih rendah dibandingkan
pangkat personel selain fungsi Intelkam
untuk jabatan yang sama; b) Koordinasi
internal lemah; ¢} Perbedaan persepsi

tentang  distribusi - informasi intelijen.
Persepsi personcl Polri pada fungsi Intelkam
terhadap - distribust  aliran  informasi
langsung ke Kasatker dan Kasatker yang
mendistribusikan informasi tersebut kepada
fungsi lain. Scdangkan persepsi personel
Polri selain fungsi Intelkam adalah informasi
intelijen  selain  didistribusikan  secara
langsung kepada Kasatker, scharusaya juga
didistribusikan langsung kepadafungsi lain

sesuai jenis informasinya.

Informan/ responden”personel Polri selain
fungsiwdntelkam menilai struktur  kerja
personel  Polri fungsi Intelkam lemah
dengan indikasi: a) Pola kerja personel
fungsi Intelkam tidak jelas; b) Sinergitas
dengan fungsi lain lemah; ¢) Distribusi aliran
informasi tidak jelas.

. Persepsi personel Polri terhadap aspek

Intelkam Polri
cenderung kurang baik dengan indikasi

infrastrukeor fungsi

prosentase responden Polri pada fungsi
Intelkam, selain fungsi Intelkam dan
Kasatker (Kapolres/ Kapolresta)) yang
menyatakan baik (pilihan jawaban sangat




Reviu ﬂjsam Ixnmrj 2T ungsi Inn,lljul Keamanan Polu :

----'bazk daﬂ bmk) memiliki - Eiecenﬂemnwan::g_j r

. terwu_;udnya “tugas intelijen. Infrastrukeur -
kuranwian’]ﬂ%, kecuali pandar;_git_npc;rsgnei_' .-.":yang tersedia saat ini, selam Jum}ahnya'. :
fungsi Intelkam Polri dan Kasatker:di‘Polda | --f.'._'-'-mm1m d;.bandmgimn dengan- personel yang'_' G
Jatim yang menyatakan aspaix. mfrastmkmr_ . ada,’ juga 111fr’tsi:rukmr pelalatm mtei_gen
fungsi Intelkam Polri cenderung baik: dengan_i --.-'_--3:':':yang Cf:ndcrung mamh tradisional; sehingga -
prosentase secara berturut_—_t“_u__m‘f;_ _se_b_e_sar oo tidake mendukung kecepatan- dan Lualztas S
89,64% dan 70%. SRR S -_.mforma51 :
Secara berturut-turut, prosentase rcsponden :.:';_Pe;seps; & personel Polri selain fungs_i.
Polri pada fungsi Intelkam menyam}::an - Intelkam menyatakan persepsinya tcrhadap .
infrastruktur  fungsi’ Intelkam  Polri infrastruktur fungsi Intelkam Polri meliputi:
cenderung belum baik/ belum optimal pada “a) Keterbarasan ~ketersediaan informasi
PM]J, Polda Sumsel, Polda Kalsel dan Polda teknologi. Personel pada fungsi . selain
Bali secara berturut-turut adalah: 56,79%; Intelkam Polri cenderung menvatakan
66,05%; 55,82%dan 64,52%. bahwa * infrastrukriur  teknoligi - informasi

. . / belum optimal, terkesan tradisional. Padahal
Prosentase responden Polri pada fungsi selain : : L ;
infrastruktur  teknologi informasi dalam
Intelkam secara berturut-turut menyatakan . R R
. : - bidang tugas intelijen merupakan alat utama
ketersediaan imfrastruktur fungsi Intelkam '3 ' o -
. i . dalam pelaksanaan tugas intelijen; b) Aliran
Polri saat ini belum sesuai dengan kebutuhan . 3 L : -
. o ; informasi versus sekuriti informasi. Aliran
dan infrastruktur saat ini masih cenderung ; . o
o i o - informasi cenderung menjadi perdebatan
tradisional, minim teknologi  informasi.

karena _penyajian informasi intelijen dan

Hal ini diindikasikan dengan® prosentase e . i
e pendistribusiannya masih cenderung bersifat

responden yang memilih jawaban baik
(sangat baik dan baik) di PM], Polda jatim,
Polda Sumsel,, Polda Kalsel dan Polda
Bali secara berturut-turut, yaitu: 49,38%%;
40,17%; 53,85%, 63% dan 53,22%.

tradisional, sehingga masih berkutat pada
layak tidaknya atau bolch tidaknya informasi
intelijen dari fungsi Intelkam Polri langsung
didistribusikan pada fungsi lain bérsamaan
dengan pendistribusiannya kepada Kasatker.

Responden  Kasatker “juga _cenderung 4. Persepsi personel Polui terhadap aspek

menyatakan hal yang sejalan . dengan pengendallan manajemen fungsi Intelkam

personel selain fungsi Intelkam “(kecuali Polri cendesing baik dengan indikasi

Polda Jatim) dengan prosentase mayoritas prosentase responden Polri pada fungsi
Intelkam, selain fungsi Intelkam dan
Iasatker {(Kapolres/ Kapolresta) yang
menyatakan baik (pilihan jawaban sangat

baik dan baik) lebih dari 80%, kecuali Polda

responden memilih jawaban sangat baik dan
baik berturut-turut pada PIMV], Polda Sumsel,
Polda Kalsel dan Polda Bali sebesar: 15,56%;
66,67%; 45,83% dan 33,33%.

Kecenderungan  informan/  responden Bali. Pada Polda Bali, responden Polri selain
personel  Polri  pada fungsi Intelkam fungsi Intelkam dan Kasatker menyatakan
menyatakan kendala yang dihadapi personel personel Polri fungsi Intelkam memiliki
Intelkam Polri terkait infrastruktur adalah: pengendalian manajemen cenderung baik
keterbatasan  ketersediaan  infrastrktur hanya sebesar 67,74%, sedangkan responden
teknologi informasi. Menurut mayoritas Kasatker menyatakan 64,28%.

informan, kekinian teknologi informasi
Secara berrurut-turut, prosentase responden

menjadi salah satu faktor penting dalam

Jurnal mu fepolisian | Edisi 084 | September - Desember 2015




Polri pada - fungsi Intelkam. menyatakan

' i ahwa Pengendalian manajemen pada fungsi
*Intelkam cenderung baik di PMJ, Polda
- i ]agm, Polda Sumsel, Polda Kalsel dan Polda

".':-_-Bali_-secara berturut-turut adalah: 94,44%;
- 93,05%:; 88,96%; 88,00% dan 91,78%.

. ?fbsentase responden Polri pada fungsi selain

" Intelkam secara berturut-turut _mefiyatakan
' ,_.‘{;?_éﬁgendaiian manajemen fungsi Intelkam

3 - cenderung baik pada PV, Polda Jatim, Polda
PRy :SumseI dan Polda Kalsel, yaitu: 90,74%;
- '82,809%; 86,11% dan 89,19%.

 Responden Kasatker juga cenderung
| menyatakan bahwa pengendalian manajemen
fungsi Intelkam berkualitas baik dengan
prosentase mayoritas responden memilih
penggabungan jawaban sangat baik dan baik
berturut-turut pada PM], Polda Jatim, Polda
Sumsel dan Polda Kalsel sebesar: 91,67%;
87,50%; 95,83% dan 100%.

Berdasarkan . hasil wawancara  dapat
disimpulkan beberapa hal terkait aspek
pengendalian ‘manajemen  pada © fungsi
Intelkam Polri menurut personel Polri fungsi
Intelkam masih belum optimal. Hal tersebut
disebabkan: a) Ketidaksesuaian indikator
penilaian  kinerja dibandingkan analists
beban kerja; b) Sistem kerja yang tidak tepat;
¢) Ketidaktepatan indikator penilaiantkinerja
dengan manajemen terbuka pelaksanaan

tugas; ¢) Duplikasi bidang tugas.

Menurut personel selain fungsi Intelkam,
terkait pengendalian manajemen fungsi
Intelkam  Polri, personel pada fungsi
tersebut: beranggapan bahwa pengendalian
manajemen fungsi Intelkam Polri kurang
tepat dengan indikasi ketidakjelasan euscomes
kerja.

. Persepsi personel Polri terhadap aspek
penganggaran fungsi Intelkam Polri
cenderung kurang baik dengan indikasi
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prosentase responden Polri pada fungsi
Intelkam, selain fungsi Intelkam dan
Kasatker {(Kapolres/ Kapolresta))
yang menyatakan kurang baik (pilihan
jawaban sangat baik dan baik memiliki
kecenderungan kurang dari 60%), kecuali
pandangan.personel fungsi Intelkam Polri
di Polda Bali serta,personel selain fungsi
Intelkam dan Kasatker di*Polda Metro Jaya
yang menyatakan aspck penganggaran fungsi
Intelkam Polri cenderung minim.

Secara berturut-turut, prosentase responden
Polri pada fungsi Intelkam menyatakan
bahwa penganggaran pada fungsi Intelkam
cenderung kurang baik di PM], Polda Jatim,
Polda Sumsel dan Polda Kalsel, secara
berturut-turut  adalah: 29,63%; 47,22%;
38,88%; 26,65%. Kecuali Polda Bali, personel
fungsi Intelkam cenderung menyatakan baik
terhadap penganggaran fungsi Intelkam
Polri dengan 81,51% responden menyatakan
pilihan jawaban sangat baik dan baik.

Prosentase responden Polri pada fungsi selain
Intelkam secara berturut-turut menyatakan
penganggaran fungsi Intelkam cenderung
kurang baik pada Polda Jatim, Polda’Sumsel,
Polda Kalsel dan Polda Bali, dengan indikasi
kecenderungan jawaban baik adalah , yaitu:
38,46%; 41,90%; 54,43% dan 42,14%. Hanya
personel nondntel di PM], diantara wilayah
penelitian, yang menyatakan penganggaran
fungst Intelkam Polri cenderung baik dengan
prosentase  92,59% responden memilih
jawaban sangat baik dan baik.

Responden cenderung

menyatakan bahwa penganggaran fungsi

Kasatker  juga

Intelkam Polri cenderung kurang baik pada
Polda Jatim, Polda Sumsel, Polda Kalsel dan
Polda Bali, dengan indikasi kecenderungan
jawaban baik adalah: 22,30%; 45,83%;
30% dan 23,08%. Hanya Kasatker di
PM]J, diantara wilayah penelitian, vyang




Rcvxt 1115:151 K.ln(.rj'i I ung Inte 1 K

' menyatakan penganggal an ffun_gm Intelkarn
Polri - cenderung . baik - dengan _prosentase '_
83,33% responden memll;h _;awaban s:;ngat_'__“

baik dan baxk

Berdasarkan hasﬁ

d1s1mpullxan beberapa hal ‘terkait aspeix:".:_
penganggaran ‘pada - ﬁmgm Inteikam Polee
Menurut personel Polri - fungm Inteikam_- '

masih  belum

optlmal bl
diindikasikan  dengan: - a) Kesenjangan
distribusi anggaran’ antara fungsi- Intelkam
dan fungsi non Intelkam; b) Penganggaran

untuk mobil operasional tidak ada.

Menurut pegsonel selain fungsi Intelkam,
ketersediaan anggaran tidak memadai.

. Persepsi personel Polri terhadap kendala
dominan fungsi Intelkam Polri bervariasi,
namun Kecenderungan secara umum
adalah struktur. Kendala dominan menurut
persepsi  personel Intelkam Polri adalah
struktur sebesar 70,70%. Personel selain
fungsi Intelkam dan Kapoles/ Kapolresta
juga cenderung berpersepsi bahwa struktus
merupakan  kendala dominan, dengan
prosentase secara berurutan sebesar 51,21%

dan 56,41%;

. Persepsi personel Polri terhadap indikator
kendala keberhasifan
fungsi Intelkam Polri bervariasi, namun

utama kinesja
kecenderungan secara umum adalah
kemanfaatan informasi intelijen bagi
fungsi lain. Prosentase responden personel
fungsi Intelkam, personel selain fungsi
Intelkam dan Kapolres/ Kapolresta yang
menyatakan hal tersebut secara berurutan
sebesar: 61,45%; 45,45% dan 52,57%.

. Persepsi personel Polri terhadap aspek
harmonisasi Hubungan Tata Cara Keda
(HTCK) fungsi Intelkam Polri dengan
fungsi selain Intelkam Polri dan Kapolres/
Kapolresta cenderung baik dengan indikasi
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tersebut '

SGCHIB. bertumt ~-turut, prosentase responden .

. Dol pada . fungsi Intelkam menyatakan
" bahwa harmonisasi HTCK fungsi Intelkam

Polri dengan' fungsi selain Intelkam Polri
dan Kapolres/. Kapolresta cenderung baik
di PMJ, Polda Jatim, Polda Sumsel, Polda
Kalsel, dan Polda Bali, secara berturut-turut
adalah: 100%; 98,61%; 92,77%; 92%, dan
98,63%.

Prosentase responden Polri pada fungsi selain
Intelkam secara berturut-turut menyatakan
hal':'yang sama, juga cenderung baik pada
PM], Polda Jatim, Polda Sumsel, dan Polda
Kalsel,” dengan indikasi kecenderungan
jawaban baik adalah , yaitu: 86,19%; 87,18%;
90% dan 91,89%. Hanya personel non intel
di Polda Bali, diantara wilayah penelitian,
yang - menyatakan . harmounisasi HTCK
fungsi Intelkam Polri cenderung belum baik
dengan prosentase hanya 64,52% responden
memilihgawaban sangat baik dan baik.

Responden  Kasatker juga  cenderung
menyatakan bahwa harmonisasi HTCK
fungsi Intelkam Polri dengan fungsi selain
Intelkam Polri dan Kapolres/ Kapolresta
cenderung baik pada PM], Polda Jatim,
Polda Sumsel, Polda Kalsel dan Polda Bali,
dengan indikasi kecenderungan jawaban

baik secara berurutan adalah: 1009%; 100%;
100%, 87,50% dan 100%.

Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat
disimpulkan bahwa harmonisasi FITCK

fungsi Intelkam Polri dengan fungsi selain

Entelkam, _sciam fungSI .Intelkam dan
| Kasatker (Kapolres/ Kapolresm)) Yanfg"s_'
o -._._:____menyatakﬂﬂ baik (pilihan ;awaban sangat o
WﬁWﬂ.ﬂCdm dapat 'j'baﬁ{ dan bmk} memiliki kecenderungan
Iebah dan 80%, kecuali pandangan pmsonel d
'funga selainentelkam Polri di Polda Bali »

yang menyatakan aspek harmonisasi HTCK S

Yot fungsx Intelkam Polri hanya scbesar 64 52%




ntelkam Polm dan Kapolres/ - Kapolresta
j_.:cenderung ‘baik, namun kecepatan . -dan

. '-.:'.-Lemanfaatan informasi intelijen belum
o _::i_seca.ra optimal dirasakan oleh fungsi selaian
-+ Intelkam Polri.

REKOMENDASE

Beberapa rekomendasi _yang ditawarkan

. be_x_dasarkan hasil penelitian adalah:

10 Terkait aspek Sumber Daya Manusia
- _(SDM) fungsi Intelkam Polri:

&.

d.

Membuat (merancang ulang/ redesain)
kriteria kompetensi personel Intelkam
Polri sesuai dengan spesifikasi tugas;

Membuat (merancang ulang/ redesain)
kurikuum pelatihan  intelijen sesuai
dengan spesifikasi tugas:

Membuat (merancang ulang/ redesain)
jalur karir pada fungsi Intelkam
Polri didasarkan pada persyaratan
kompetensi

Memberikan “kesempatan yang fair
kepada setiap personel fungsi dalam
mewujudkan kompensi;

Menempatkan personel pada fungsi
Intelkam Polri secara konsisten Sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan;

Memberikan pelatihan intelijen secara
berkesinambungan/  periodik  dan
spesifik sesuai spesifikasi tugas kepada
personel yang ditempatkan pada fungsi
Intetkam Polr;

2. Terkait aspek struktur fungsi Intelkam Polxi:
Melakukan regenerasi personel
fungsi Intelkam Polri secara

berkesinambungan, schingga personel
yang menduduki jabatan pada fungsi

Reviralisasi I\mup Fungsi Inrelijen Keamanan Pohz i

. Intelkam Polri memiliki kesesuaian
dengan persyaratan kompetensi pada
jabatan yang didudukinya; -

b.  Membuat (merancang ulang/ redesain)
Standar Operasional Prosedur (SOP)
alitan  informasi intelijen melalui
metode pemyelarasan pendistribusian
informasi intelijen kepada Kasatker dan
personel Polri selain fungsi Intelkam
sehingga ‘terwujud kecepatan dan
keakuratan informasi ‘intelijen guna
mengoptimalkan tugas kepolisian;

3. Terkait aspek infrastruktur fungsi Intellkam
Polri:

a. Melakukan © perencanaan peralatan
intelijen  dengan spesifikasi  sesuai
dengan kebutuhan tugas intelijen saat

ini;

b.  Membangun peralatan intelijen
berteknologi informasi yang memiliki
fingsi: communications interception, cyber
Security; communication service Pprovider
compliance, mobile location tracking,
open  source web  intelligence, £iactical
communications _intelligence)  mobile
satellite intercept,

c... Jika melakukan pembelian infrastruktur
peralatanintelijen, didasarkan pada
suatu kajian yang komprehensif dan
terintegrasi, schingga peralatan yang
dibeli memiliki fungsi yang optimal
untuk pelaksanaan tugas intelijen;
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Polri pasca pisah dengan TNT menjadi perhatian serius
buku ini. Utamnya, tentu saja, menclusuri ikhwal yang
membelit ‘bekerjanya Polri: sebagaimuna ditulis pada hal.3,”. .
fo discuss how the process the Polri’s disassociation from the ABRI
has been working...” Profesionalisme dan independensi Polri
diletakkan sebagai sentra penelusuran penulisan, Dua konsep
ini — meniinjam cara weberian —~ merupakan orientasi dalam
mengkonstruksi ‘tipe ideal’, sehingga seluruh energi - termasuk
pertanyaan yang dibangun — pada dasarnya berpufar-putar

pada dua konsep itu.

Bagaimana menyasar faktor yang dapat menjelasakan
persoalan profesionalisme dan indepenidensi Polri ?

Hemat saya, cara penelusuran untuk menemukan faktor-

taktor profesionalisme (dan independensi) Polri yang dipakai

Saudara Muradi  menggunakan langgam  semacam ini mendiskusikan tipologi eksplanasi

Polisi, Negars, dan Masyarakar Sipil Pada Era Reformasi o

Junctional explanation '. Kalau merujuk pada
raksasa ilmu sosial cara ini ketemu pada sosok
Emile Durkheim. Tentu saja, pentipologian
eksplanasi (atau penelitian) semacm ini bersifat
“longgar” saja. Tetapi, dalam acara Bedah Buku

L Diskusi serius ikhwal ini dapat diperiksa Danicl Lictle, “Farictivs of Social
Explanation” (1991). Kaca ava, functional sxplanations seck to cxplain g frature
of society in terme of the beneficial consequences it has for the larger social ystem,

(hlm.91).

ini agaknya penting dalam kerangka “kesadaran”
perspektiv : bahwa realitas sosial itu betapapun
dilihat secara kuat dan komprehensif tetap
saja bersifat perspektival. Tipologi berpikir
Durkheimian-functionan explanation merupakan
matnstream  di  bangku-bangku akademik.
Tipologi diluar mainstreim, misalnya, model
vang dipakai mazdhab Frankfurt, ‘materialis’-
marx, hermetitika, dan yang ditawarkan kalangan
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P{)]lbi, \c,g_,‘u dan i\l'isyqralsat S1p11 P adq Era Rc form:

posmodem (Demda Foucault Richard Rorty)'

hemat saya merupakan tlpologl mmor
Mesklpun pendekatan

memandang realaitas sebagai * ‘homeostatik’:

masyarakat selalu bercerakke arah L.eselmbfmgan _' :
keteraturan; masyarakat diikat oleh konsensus__- :

bersama. Bagaimana memandang persoalan
yang ipso facto menjadi perhatian penehtmn ini ?
(in case,konsen Sdr. Muradi pada pi’ofesiofiélismé
dan independensi Polri post pisahnya dari
ABRI). “Persoalan’ yang secara umum acapkah
depahami sebagal kesenjangan das sein dengan
das solen, disini dalam pendekatan Durkheimian,
mendefinisikan sebagai: elemen-elemen tidak
memberikan Kontribusi terhadap homeostatik/
integrasi; elemen itu diprediksi dalam keadaan
disfungsi atan malfungsi.

Oleh karena itu kalau ada “persoalan” dalam
sebuah entitas sosial maka untuk menjawabnya
harus dirunut' pada elemen-elemen  sostal
yang membangunya. Karena  asumsinya
elemen-elemen sosial yang lain itulah yang
memengerzhi hadirnya “persoalan” (persoalan
profesionalisme dan independensi Polzi). Tetapi
kemudian, mengapa elemen vang lain itu rusak
hingga mempengarhui profesionalisme Polri
> Jawabnya, karena elemen yang,rusak itu
dipengaruhi elemen yang lainya yang rusak juga.
Ya, mengapa elemen yang lainnya itu rusak ?
Jawabnya, ya, elemen yang rusak it disebabkan
oleh elemen lain yang rusak juga. Begirtu
seterusnya. Ini watak penjelasan ‘homeostatik’
Istilah

‘elernen sosial’ tidak mempunyai difinisi yang

yang menggunakan analogi biologis.

ketat. Sehingga vang dimaksud bisa institusi,
bisa sistem, bisa lembaga, bisa budaya, regulasi,
dan lain-lain. Tetapi yang jelas istilah itu
tidak dialamatkan pada “kepentingan”, karena
adalah
marxian. Jadi, perlu digarisbawahi, tidak ada kosa

“kepentingan” bahasa materialisme-
P

kata ‘kepantingan’ atau benturan ‘kepentingan’
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- sehmcrg't :
'denvasmya yang mchpun dom1nas1 hegemd 1
ei\s 101ta51 dan seterusnya. n '
struktural_ - i = &

funesional juga mempunyai keragama . e
Padi prmsjpi}’a, eplstimzlogl }’aig d;:iiz;z .- -_Kmnsxsme dalam E‘ungsmnaiune
: .i_ Struktm‘ai o

tidak - ada - pul

Tentu saja bukan berarti pen}eiasan
truktuml fungsmnai itu, tidak bisa kl‘ltls.

: dlbftnchngkan dengan pendekatan matenahsme— -

marxian -dan- Madzhab Frankfurt. Konsepm._'
konsep seperti disfungsi dan malfungsi menjadi
bentuk ‘kritisisme’ pendekatan yang sibtantif

digunakan Sodara Muradi. .

Bahkan dalam
perkemban_gan fungsionalisme muncul konsep-

‘belakangan  ini
konsep yang lebih canggih, misalnya, selain
disfungsi dan malfungsi di atas, adalah ‘eufungst’
dan ‘distruktur. Dua konsep ini menelanjangi
bahaya “integrasi” dalam masyarakat? Terus
terang, saya yang berkecimpung dengan dunia
sosiologi lebih dari 20 tahun belum pernah
membaca karya (artikel/makalah/tesis/ disertasi)
yang menggunakan dua konsep ini. Mungkin,
paralelisme dua konsep itu bisa diikuti melalui
cara pembacaan yang dilakukan oleh Frederick
Hayek’, seorang pemikir ckonami-politik
liberal kelahiran Wina (1899 — 1992), tentang
persoalan-persoalan  kolekeivisme.  Konsep
“integrasi’ dengan berbagai derivasinya ke dalam
bahasa Indonesia;seperti: ‘kebersamaan’, ‘gotong
royong’, ‘keseragaman’ dan lain-lain mendapat

serangan.

Di sini, realitas tidak bisa dibaca secara
linier. Misalnya, tentang “independensi Polri”,
hemat saya tidak bisa sepenuhnya dibaca
menggunakan ‘cetak bira’ preskripsi Trias
Politika-nya Montesque. Dalam praksis, (alasan)

2. Likat, Trving Zetlin 1993 Memahami Kembali S'o;w.’ag: Kryitik terbadap teori
sosiolagi .(wn‘empot or, terj. Anshori dan Juhanda, Gajah Mada University
Perss, Yogyakarta, halm 8.

3. Tayek, Frederich A 200175 Road 1o Serfilam, Routledge, Londoen. Buku
ini dltcfbﬁkm dan deterjemahkan ke bahasa indonesia atas kerja sami
Freedom lastitute dan Frederich Nauman Stifrung tahun 2011 dengan
judul Aneaman Kolektivisme.




“‘independensitdigunakan sebuah institusi negara
untuk ‘menutup’ «dirt dari dialog-diskursiv ala

* Habermas.

. Eiﬁ?éﬁ"‘a?tiv Kategorik vs. Hipotetikal
. Kategorik.

antara profesionalisime

- 'Hubungan
denggn independensi seperti duassisi dalam

satu koin®. Proposisi semacam ini, meminjam
langgam berfikir Frederi¢h Iayek, adalah
~cara menghubungkan dua konsep yang salah
k;iprah. Karena, ‘profesionalisme’ adalah konsep
undefinite, atau imperativ kategorik; sementara
‘independensi’mempunai dimensi yang komplek,
ia bukan sckedas konsep/variabel yang gradartiv
(ordinal ?) tetapi didalamnya mengandung
exception atau hipotetikal kategorik.

Ada apa dengan konsep independensi ?
Independensi institusi dalam demokrasi tidak
bisa sepenuhnya telanjang, maksudnya supaya
tidak terjadi monopoli tafsir atas realitas. Karena
bukankan adab ‘demokrasi itu realitas ditafsir
secara bersama! BDalam kerangka ini amatlah
perlu  struktur yang mengkordinasikan -antar
elemen/institusi, scbagaimana diisyaraatkan
Ralf Dahrendorf dengan ICA nya: imperatif
Maka, hemat
pembacaan Trias Politika yanphmenyemangati

coordination  association. saya,

independensi Polri tidak bisa menanggaltkan

ICA nya Dahrendorf.

Kembali ke cara pendekatan klasik di
atas. Meminjam Durkheim, ‘fakta sosial harus
dijelaskan dengan fakta sosial lainnya’, Proposisi
ini menjadi formula: kerusakan suatu elemen
penyelenggara negera harus dijelaskan melalui
elemen-elemen Elemen-elemen sosial
itu begitu luas, bisa berada di luar dirinya
atau di dalam dirinya, sebagaimana komentar

Guy Rocher’ terhadap Talcot Parson yang

lain.

+ Disini Muradi (pada haim. 4) mengembangkan  care berfikir Hogg
dan Findlay, “one of the charackeristic a profissional pafice Is that if shouhd be
independent i it vole and function”

Periksa, misalnya, Tan Craib. 1986, Teori-teori Sosial Modern, ter}, Paul §.
Bawt dan T, Efendi, Rajmwali Press, Jakarta, halm.63.

v
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Durlheimian itu, bahwa sistem itu ibarat 2 sef
of chinese boxes, didalam kotak masih ada kotak
lagi, dan lagi, dan lagi.  Jadi, cara ini dipakai
oleh Muradi : profesionalisme Polri (dan
independensi) dilacak pada dua faktor besar (pada
halaman 2 disebutnya sebagai ‘major problesr’).
Pertamaymasalah cksternal, hubunganya Polri
sengan ['NI, pemerintah (lokal), illegal income,
prostitusi, judi, dan lain-lainy, Kedua, masalah
internal, meliputi budaya institusi, finansial,

kepemimpinan, skill.

Polisi, Megara, dan Masyarakat Sipil

Hubungan antara profesionalisme  dan
indepensensi  Polri dengan sejumlah faktor
di atas bersifat fungsional (finction). Bedakan
istilah fimerion (fungsi) ini dengan “faedah”
dalam bahasa arab arau bahasa indonesia. Yang
dimaksud dalam istilah ini adalah orientasi
metodologis. bahwa  ‘konselwensi’, bukan
penyebab, dasisebuah fenomana empiris menjadi
fokus perhatian analisisnya®. Tentu saja, yang mau
dikatakan Saudara Muradi,

Polri diletakan sebagai variabel yang akan

profesionalisme

dijelaskan (variabel dependen). Hemat/ saya,
sayang sekali tidak menimbang faktor kekuatan
infrastrukrur sosial diluarszafe sepetti organisasi
masyarakat sipil (OMS). Padahal, gerakan
masyarakat sipil ini, khususfiva melalui OMS
cukup signifikan _memberikan warna merah
hijatkuningnya terhadap institusi negara yang
secara langsung berurusan dengan (kebebasan)
sipil. Hemat saya, melalui Undang Undang Perss
dan juga Undang Undang Kebebasan Informasi
Publik
sipil berubah secara total

hubungan state dengan masyarakat
dari sebelumnya.
Disini kiprah OMS menjadi amat kuat oleh
karena itu perlu diperhitungkan sebagai variabel
Polri

mempunyai hubungan ‘spesial’ dengan (gerakan)

independen. Dalam transisi demokrasi

masyarakat sipil, karana gerakan masyarakat

6. Emile Durkheim. 1964, 7h: Rule of Socivlogical Meehod, The Free Press, New
York.
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ot édi} I\I‘ts» ﬂﬂr bxpzi Tada Em Rcf()mmsx

51p11 ini. dalam b*myak dnnenm secara langsung_-j
bersentuhan terhaciap tugas-tugas Lepohsmn Im :

hampir merupfd\_an fenomena upmum.

kekuatan = non-negara telhadap cetak

institusi ~* negara " ——sebagcumanft

analisisnya. Karena hal sechqm ini 1kh1mya_

adalah sebuah pilihan atas “batasan ruang
lingkup kancah penelitian. hetajaman dan
kekuatan analisis tidak ada hubungan dengm
keluasan cakupan faktor yang 2kan dianalisis.
Barangkali, kalau/Saudara Muradi memasukan
(variabel) penjelas OMS

kepolisian maka pendekatannya pun akan

terhadap institusi

bergeser agak ke “kiri”, agalk marxian. Mengapa
> Penelusuran, misalnya, sejak era Orde Baru
terhadap hubungan ciwi/ sociefy dengan institusi
negara, tidal bisa sekedar menjelaskan bahwa
lemahnya OMS, terus titik. Tidak bisa ik
disini, lemahnya kekuatan sipil (OMS) ini tidal
(pernah) given, tetapi ia memang dibuat lemah.

Namun, apakah pada era pasca, pisahnya
polisi dari TNI juge OMS ini dibuat lemah ?
Struktur relasi negara — masyarakat sipil sudah
sedemikian bergeser sejak pasca tahun 2000.
Sejurnlah undang undang, seperti UU Pers, UU
Keterbukaan Informasi Publiky dan lain-lain
OMS dihadapan_negara.
Disinilah signifikansinya, justru ketika OMS'ini

memperkuat posisi

mempunyai posisi kuat dihadapan negara maka
perfu ia diperhitungkan dalam memberikan
warna terhadap instrumen negara. Pengertianya,
analisis relasi negara versus masyarakat sipil sudah
tidak lagi relefan menggunakan konsep-konsep
marx- klasik seperti dominasi, pengekangan,
(bahkan hegemoni), apalagi eksploitasi, meskipun
dimensi konsep ini sesekali ada. ‘Sumber daya
kekuasaar'dalam dimensi regulatif antara szafe
(baca:

mendekati

kepolisian) dengan CSO  cenderung
keseimbangan sehingga konsep-
konsep dominasi dan pengekangan tidak lagi bisa

dipakai.Identifikasi terhadap kekuatan masyarakat
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-_'Slpll (OMS) ﬁdk pula mlera_ elt dari
: 111terfn31 negara (atau dalam hali 1m pohsﬂ Tetap1 -
' _Ieblh murm menyaﬂ{rkut pes.soalannya send1r1 _-:':_

Tetapl, tentu saja” peno*abmﬂn terha dap _I_Sepel l.l.i.OIidISi éurge;!zc/y nya.
blru’_._‘-'_.'z} p Z
dllakukdﬂ emogmz‘zc 7 zrmg

Muradi-- tidak akan merzgurangi Letagaman

.__-_Sebagaz sebuah lonsep, democmz‘zc po!zczné”._..":

_'bﬁkanlah barancr Jadi” yang mudah dlfaharm 5
~di kalangan. LLpohsmn. Alih-alih, gcuwankan ch =

kalangan kepolisian yang acapkali .memahami
banyak hal rmkelaiui instruksi, di .lingkung:é.n_:
akademisi dan penekun ikhwal kepolisian sendiri
lonsep ini tidak ‘duduk’benar. Barang ini mamang
tidake mudah difahami! Dibawah ini ilustrasi
simpang siur konsep ini dalam sebuzh diskusi.”

Sebuah
penelitian bertajuk “Seminar Hasil Penelitian
Kompolnas di Tiga Polda (Polda Surnug, fateng,
dan Kaltim) Tentang Penerapan Pemolisian
Demokratis”y' 2 November 2008 di Hotel
Aryadhuta meletakkan istilah

Forum Group Discussion hasil

“pemolisian
demoleratis” dalam judul seminar menjadi materi
diskusi yang menyita waktu hampir separuh
sepanjang diskusi. Judul penelitian sebagaimana
terpampang pada spanduk . seminar bukan
sekedar istilah baru dalam khasanah'kepolisian,
oleh
demokratis’ dipandang sebagai telah lepas dari

beberapa peserta istilah ‘pemoiisian

kontels. Padahal penélitian ini diawaki oleh
sejumlah mantan pejabat Polri.

Bachtiar Ali dan Sarlito Wirawan yang
kerap dipakai sebagai “think thanlk” Kapolri
berkeberatan dengan penggunaan istilah itu.
Alasannya istilah ‘Polisi demokratis’tidak dikenal
dalam Undang-Undang no. 2 Tahun 2002.
Bagi Bachtiar Ali, polisi tidak dirancang untuk
berdemokrasi dalam tugasnya, ia adalah penegak
hukum. Baginya, tidak ada diskusi, kompromi,

7. Flaborasi secara lengkap dapat ditelusuri pada Disertast Sutrisne, PP3-
Sostologs Universitas Indonesia, 2012, Mohon maaf, puwlnhmann
sejumlah paragraf bagian inl pun berasal dart disertast int. Jadi dengan
sadar, sedadar-sadarava, babwa ag raknyr konteks pcnulmn makalzh int
sedikit mengandung plagiast, tepatnya “self-plag ation” karena mengutip
karyanya sendiri dari tulisan peruntukan y ang berbeda. Sekali tagi, mehon
maaf. Siap salzh.




“dan tawar menawar “dalam melakukan tugas
S penegakanhukum Kiprah polisi dalam tugas tak
g perludﬂ\aztkan dengan demokrasi. Demokrasi

S '_"hah}?a:'di Senayan dalam proses pembentukan

'ﬁﬁdang—undang. Ketika hukum dan sejumlah
' produk ‘hukum terbentuk demokrasi tak lagi

o 'ada; yar;g ada adalah konstestasi antara praktik

- aparat Negara di satu sisi yang diamafiatkan
fﬁ'iéhjag'a kewibawaan hukum _odan Negara

" dengan pelanggar hukum. Huléim ity betapapun

“bopeng” wajahnya bagi/ polisi hanya wajib
be:f't_'ugas mengamankagnya.

' Agaknya paralel dengan Prof. Muladi,
mantan Penasehat Kapolri,  dalam orasi
ilmiahnya di PTIK, 17 Juni 2006, bahwa polisi
dalam mengendalikan ketertiban masyarakat
mendayagunakan formasi paramiliter. Yaitu
bergerak bersama dalam kesatuan dan harus
taat pada perintah komanadan. Namun karena
tugas utama polisi adalah melindungi orang,
bukan membunubnya, menerapkan budaya
militer murni pun tidak terlalu kena. Dalam
masyarakat demekratis masih  didiskusikan
persoalan langkah-langkah pemolisian (#4e
goal of policing). Whiladi merujuk Henry
Wrobleski dan Karen: Hess (2006), paling
tidak langkah - langkah pemolisian dalam
masyarakat demoratis, seara tradisional adalah;
a) penegakkan hukum (inforce laws); b) menjaga
suasana kedamaian (preserve peace) ; c) mencegah
kejahatan ( prevent crimes) ; d) melindungi hak
— hak dan kebebasan individu (protect civil
right and civil liberties); e) menyelenggarakan
pelayanan (provide service). Namun kemudian
perkembangannya mengikuti kontekstualitas
masyarakat/negara,

sehingga

“community
policing”  menjadi  konsep penting dalam
pelaksanaan program pemolisian demokratis
it. Dua tujuan penting dalam pemolisian
demokratis ini adalah menciptakan kemitraan
dengan masyarakat (forming partnership with
the community), dan penerapan pendekatan
proakrif dalam memecahkan masalah kejahatan,

Polisi, Negara, dan Masyarakat Sipil Pada Era Reformasi

rasa takut terhadap kejahatan dan pencegahan
kejahatan.

dari
uraian Muladi lebih terletak pada penekanan

Wacana polist dalam  demokrasi
pendekatan (tugas) polisi dalam realsinya
dengan masyarakat. Tidak lagi menempatkan
masyarakat sebagairobyek, dimana polisi secara
superior mendefinisikan secara otonom segala
hal ikhwal kejahatan (crime) 'dan ketertiban
(order) di tengah masyarakat, Bukan “negosiable”
soal kejahatan yang sudah jelas dipatei dalam
Kitab Undang Undang Hukum Pidana, seperti
yang dikhawatirkan Bachtiar Ali, bukan disini
ruang polisi dalam demokrasi.

Momo Kelana, ketua peneliti dari LCKI
betpandangan pemolisian demokratis mengartasi
terrn  pemolisian  masyarakat. Diskusi  istilah
‘pemolisian demokratis’ ini menunjukkan dua =
kemungkinan gejala. Pertema, adanya simpang
siur di sejumlah kalangan opinion leader (elit
kepolisian ‘dan umum-akademik)
terhadap gdgasan  sejauh  mana
kompatibilitas (comparibility) demokrasi di tubuh
kepolisian.

kalangan

realitas

Kedua, bagaimana menempatkan
polisi dalam tatanan demokrasi. Poin/kedua
persinggungannya’ dengan
masyarakat, pada level ini tidak terlalu memakan
energi perdebatan di dalam tubuh kepolisian.

Eak™ -

ini  menyangkut

Konstruksi Emik Democraric

Policing

Terlepas dari perdebatan itu, bagaimana
secara koheren konsep Democratic Policing  ini
dikonstruksi ? Muradi mengacu pada Bailey
dan Dammert, “democratic policing is defined as
a poficing in democratic countries where practicing
must be in accordance tu the norm usually held in
democratic countries”. Frase norm usually held
in democratic countries ini sangat krusial dalam
setiap pendefinisian karena frase ini ‘mengikat’
semua pendefinisian

perdebatan di atas.

yang ada, termasuk
Hemat saya, tak perlu

lagi dipertanyakan secara analitik perihal ‘apa
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itu morm in. democmizc yang tentu saja puiuhan"”

siapa yang mendlﬁmslkan norm ml?’ S

mendefinisikan apa yang dimaksud NOrma. s

dalam  demokratic policing ini.
didapatkan  sejumlah kriteriasatau eiri=cin
penerapan demokratic policing yang diperoleh
secara deduktif, meskip@n cizi=ciri ini dalam
detailnya berbeda namtun secara prinsip terdapat
kesamaan. Baik Muradi dengan cara merujuk
Bailey maupun peneliti senior Momo Kelana
vang diurai di atas menggunakan penggunaan
cara etik ini. Begitu juga Muladi yang merujuk

Henry Wrobleski dan Karen Hess.

norma  democraiic

Kedua,
'_____‘dirumuskan’ secara emik. Semangat ini berasal
dari J. H. Skolnick (1999). Ujarnya, “#he rele of

police power ina democracy should be the expression

policing

of social consensus”. Masyarakat pada sadarnya
tidak “aware” dengan konsep-konsep dan kritieria
vang dipegang dalam rumusan scbagaimana
yang dilakukan kalangan perumus etik, tetapi
prinsipnya kerja dan (power) polisi dibutuhkan
sebagai ekspresi dari konsensus masayarat. Jadi,
disini nyaris tidak ada rumtsan tentang apapun

dalam
perannya dan fungsinya. Ttidak ada“kerangka

bagai kepolisian mengartikulasikan
norma eduktif karena norma itu justru harus
tumbuh dari induktif, dengan apa yang disebut
“social consensus”. Dengan demikian democratic
policing harus dilihat sebagai proses, bukan out
come. Gerry T. Mark menyebut, Democratic

policing should be viewed as a process not  an

QUICOTE,

Refleksi

Buku ini dengan sangat teliti mampu
menggambarkan wajah Polri pasca pisah dengan
TNI, utamanya pergulatannya dalam dua hal:
independensi dan profesionalisme. Hemat saya,
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tmk tumpu penggambaranfdan penjelasan ini -
literatur membarikan keterangan soal i ini; tetapl, g

Sehmgga. '

. dlletakan pada IeveI mterka&/reias; d1 tubuh sz‘aie_' i i_':" :
sendm State. sebag11 entitas sosial’ yang mandm QN

. : -"'sehm a ‘merah hijau kuning'-nya teri 1 i
Pertama, norma (nmma demo}gank) ini f gngzln aI}( i Y 1) solasi da.n_”__
_ infrasturktur sosial (masyarakat sipi
didefinisikan secara - etik. - Sejumlah . teorl‘asz g y P

Kahu

suprastruktur, ketimbang kekuatan infrastruktur -
politik. Tentu saja, judulnya saja "olitics and
Governance in Indonesia’.

Asumsi penelitian ini sudsh membatasi
diri dari “kemungkinan realitas konfliktual,
kalaupun harus menyentuh terminologi konflik
tidak dialamatkan pada ‘kepentingan’  tetapi
dialamatkan kepada problem sistem.

Implikasi dari pein ini adalah pada
penelusuran pencarian fakror yang membingkai
realitas (profesionalisme dan independensi
Polri), yang" dilacak pada eksternal dan internal.
Padahal hemat saya diluar state, ada civid sociery,
tepatnya organisasi masyarakat sipil cukup kuat

membuat merah-hijau-biru wajah Polri.

Dalam pembacaan yang agak’ makro,
melacak padaliteratur sernacam Boucher, Havidz,
Aditjondro, resistensi yang paling serius dalam
pengembangan demokrasipasca 1998 adalah
faktor: struktur ekonemii-politik pasca Orde Baru
yangoverlatif masih mempunyai kesinambungan
dengan kejayaan Orde Baru. Nah, kalau cara
pembacaan seperti ini dipakai, bagaimana
menempatkan  pergulatan proffesionalisme
Polri? Hemat saya, tidak lain kita mencarikan
alamat persoalnnya pada elit politik dan ekonomi

negeri ini.

Sutrisno Suki;

Pengajar Filsafat Ilmu pada Program Doktor
STIK-PTIK; memperoleh Doktor Sosiologi
Uniwversitas Indonesia dengan

disertasi Relasi Kuasa.

secara s;mpei hfu'us menjawab:__.
__pmtanyaan, apa yang mempengaruhi |
“Polrd, buku ini memberikanjawaban pada level







